PROSES UMUM PENGADAAN LANGSUNG BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN PAU

Tidak:

v

Mulai

Permintaan Pengadaan Barang

dan Jasa

Kelengkapan data

1 -2 Hari & Kajian Ulang HPS

1-3 Hari

* unit kerja mengajukan
surat permohonan
pengadaan barang/ jasa

Surat Pengajuan

RIB - TOKEN

* Menerima Surat Permohonan dari unit

* Memeriksa dan Men,

cek kelengkapan dokumen [RAB - RIB)

* Monitoring laporan hasil penerimaan barang

* Monitering laporan hasil pendistribusian Barang

* Verifikasi Kelengkapan dokumen pembayaran

= Input ke W/S Pembayaran

* Monitoring Proses pembayaran Penyedia di Dit Keu

Proses
Berkas
Tagihan

* Hitung Ulang RAB (Footing )
* Input di Work Sheet Pengadaan Logistik:
- Unit Kerja

- Jenis Pengadaan

- Sumber Dana dil

Lengkap

-Kaiji Ulang HPS

- Menyusun HPS
-Tanda Tangan
HPS

Surat Pengajuan

RIB - TOKEN

1 -3 Hari
SPPPBJ

Menyerahkan Pembuatan

BERITA ACARA

RIB - TOKEN
SPPPBJ

LAPORAN PJP

Surat Pengajuan

4—5-7 hari—

Barang / Jasa Kontrak

Tagihan

0

Surat Pengajuan

RIB - TOKEN

SPPPBJ

Laporan PJP

= Menerima Laporan PJP

* Input ke Modul PO Oracle - Menyiapkan Kontrak
* Menghubungi Penyedia untuk Ttd Kontrak

* Pembahasan Isi Kontrak dengan Penyedia

* Input ke W/S Kontrak

3 — 6 Hari—

nyusun Perencanaan Pengadaan Barang,i'_lasa

lakukan Kaji Ulang RAB Unit

* Menyusun HPS

Draft SPK

*Menyiapkan Surat Pengantar HPS untuk Ttd PPK

Melakukan
Pemilihan
Penyedia

berdasarkan

Perpres 54 Tahun

2010

v

* Mengirim Surat Undangan kepada penyedia

= Evaluasi Penawaran Harga

* Klarifikasi dan Negosiasi Harga

* Menetapkan Penyedia

* Membuat BA terkait Proses Pengadaan Langsung|
= Membuat Laporan Hasil Pengadaan Langsung

I User/Unit I
| Dit. Logistik |
l PPK |

I Pejabat Pengadaan I

ul) =) =E =@ 0 )

I Penyedia/Vendor I
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Catatan:

1. Proses Administrasi keseluruhan +25 Hari Kerja terdiri dari:

- Proses administrasi + 21 Hari kerja
- Alokasi Waktu untuk proses lainnya +4 Hari kerja

2. Proses diterbitkan SPPPBJ sampai dengan penandatanganan Kontrak +14 Hari (Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)




